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Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang
mengajukan Permohonan Penundaan K ewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT
Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum
perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi
dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU
ke Pengadilan Niaga atau ada prosedur lain yang wajib dilakukan sebelum memohon PKPU, ini menjadi
masal ah pertama dalam pengajuan PKPU oleh pemegang polis PT Adisarana Wanaartha yang akan dibahas
oleh penulis. Kewenangan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan pasal 223 UUK-PKPU memberikan
hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan PKPU kepada perusahaan berizin khusus
khususnya perusahaan asuransi. Kewenangan ini beralih kepada Otoritas Jasa K euangan lewat pasal 55 UU
OJK dan dikuatkan kembali di Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK
Nomor 28 Tahun 2015. Diketahui bahwa pemohon PKPU tersebut bukanlah OJK melainkan dua orang
pemegang polisnya, hal ini menjadi masalah utama yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini
dimana apakah mereka para pemegang polis mempunyai kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon
PKPU untuk perusahaan asuransi PT Adisarana Wanaartha. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak permohonan para pemgang polis PT
Adisarana Wanaartha, penulis akan menganalisis apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan
dan PKPU

...... The background of this thesis was written by the submission of insurance policy holders of PT
Adisarana Wanaarthawho filed an Application for Postponement of Debt Payment Obligations to the
Central Jakarta Commercia Court. This submission isthe result of distrust from the liquidation process
currently being undertaken by PT Adisarana Wanaartha due to the revocation of its business license by the
Financial Services Authority. The status of an insurance company legal entity in liquidation is a big question
whether legally an insurance company can be filed for PKPU by its creditors, also whether creditors can
directly apply for PKPU to the Commercial Court or are there other procedures that must be carried out
before applying for PKPU, thisisthe first problem in filing PKPU by PT Adisarana Wanaartha
policyholders which the author will discuss. The authority to submit PKPU applications based on article 223
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UUK-PKPU gives the Minister of Finance the exclusive right to submit PKPU to specially licensed
companies, especially insurance companies. This authority is transferred to the Financial Services Authority
through article 55 of the OJK Law and is reinforced in Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law jo.
Article 52 paragraph (1) POJK Number 28 of 2015. It is known that the PKPU applicant is not the OJK but
two of the policyholders, thisis the main problem that will be discussed and analyzed in this study where do
the policyholders have legal standing to act as applicants PKPU for the insurance company PT Adisarana
Wanaartha. In the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 21/Pdt.Sus-PK PU/2023/PN
Niaga Jkt.Pst stated that it rejected the application of PT Adisarana Wanaartha's policyholders, the author
will analyze whether the considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court are in accordance
with the existing laws and regulations. applicable in the field of Bankruptcy and PKPU



